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KATA PENGANTAR 
 
 

  

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 merupakan 

dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, 

program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimaksudkan sebagai bagian dari 

upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi misi kepala daerah 

sekaligus sebagai pedoman penyusunan anggaran serta merupakan acuan 

dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

 

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 merupakan 

penjabaran tahun kelima dari Renstra BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 

2021-2026, Renja Tahun 2025 serta rencana estimasi program, kegiatan dan 

sub kegiatan Tahun 2025 serta tujuan dan sasaran dari masing-masing 

program, kegiatan dan sub kegiatan. Pada Tahun 2025 BPKAD merencanakan 

3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam 38 

(tiga puluh delapan) sub kegiatan. 

 

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 diharapkan 

menjadi bahan bagi BPKAD Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, 

pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah 

ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

 

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 ini tentunya tidak 

luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak 

sangat kami nantikan guna perbaikan kinerja organisasi dimasa yang akan 

datang. 
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B A B    I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu 

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan 

rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka 

menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara 

negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. 

Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan 

secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan 

Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang –

undang tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.  

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun oleh 

setiap perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan 

penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk 

periode satu tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, 

sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana 

pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan 

menyeluruh serta harus tanggap terhadap adanya perubahan-perubahan 

dalam jenjang perencanaan, yang dapat dilihat pada gambar 1.1.  
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Dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 dalam pasal 7 

mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus membuat dan 

memiliki Rencana Kerja SKPD yang disusun dengan berpedoman pada 

Rencana Strategis SKPD serta mengacu pada Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah. Sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 

maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dapat 

dilihat pada gambar 1.2. 

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja adalah dokumen 

perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang 

menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja 

Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran 

pembangunan nasional. Lihat gambar 1.2. 

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 berfungsi sebagai 

dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan 

memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan peningkatan 

pelayanan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang. 

Sehingga dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun anggaran dalam 

mengoperasionalkan rencana kerja yang disertai dengan upaya 

mempertahankan dan meningkatkan Capaian Kinerja dalam 

melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang 

pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
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Gabar 1.1 Keterkaitan Dokumen Renja Perangkat Daerah 

dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

 

Sistematika dan Substansi 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun

RPJPD (20 Tahun) Ke-I Ke-II Ke-III Ke-IV

1.  Pendahuluan

2.  Gambaran Umum Kondisi

Dewan

3.  Permasalahan dan Isu

Strategis Daerah

4.  Visi dan Misi Daerah

5.  Arah Kebijakan dan

Sasaran Pokok Daerah

6.  Penutup

Sisrtematika dan Substansi 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun Sisrtematika dan Substansi 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun

 RPJMD (5 Tahun) Ke-I Ke-II …….. Ke-IV  Renstra PD (5 Tahun) Ke-I Ke-II …….. Ke-IV

1.  Pendahuluan 1.  Pendahuluan

2.  Gambaran Umum Kondisi

Dewan

2.  Gambaran Pelayanan Perangkat

Daerah

3.  Gambaran Keuagan

Daerah

3.  Permasalahan an Isu-isu Strateis

Daerah

4.  Permasalahan an Isu-isu

Strateis Daerah
4.  Tujuan dan Sasaran

5.  Visi,Misi, Tujuan dan

Sasaran
5.  Strategi dan Arah Kebijakan

6.  Strategi, Arah Kebjakan

dan Program

6.  Rencana Program, kegiatan serta

Pendanaan

7. Kerangka Pendanaan

Pembangunan dan Program

PD

7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang

Urusan

8. KinerjaPenyelenggaraan

Pemerintahan Daerah
8.  Penutup

9.  Penutup

Sisrtematika dan Substansi Bulan Bulan Bulan Bulan

RKPD (1 Tahun) Ke-I Ke-II ………. Ke-IV Sisrtematika dan Substansi Bulan Bulan Bulan Bulan

1.     Pendahuluan  Renja PD (1 Tahun) Ke-1 Ke-2 …….. Ke-4

2.      Gambaran Umum

Kondisi Dewan
1.  Pendahuluan

3.     Kerangka Ekonomi

ewandan Keuangan Daerah
2. Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu

4.     Sasaran dan Pioritas

Pemangunan Daerah
    dan Capaian Renstra PD

5.     Rencana Program dan

Kegiatan Priorirtas Daerah
3.   Tujuan dan Sasaran PD

6.     Arah Kebijakan

Pembangunan Kab/Kota
4.  Rencana erja dan Pendanaan PD

7.     Rencana Kerja dan

Pendanaan Daerah
5.  Penutup

8.     Kinerja 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Dearah

9.     Penutup

Prioritas Nasional 

dan Propinsi

 

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan dan 

sub kegiatan beserta lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator 

kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan 

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut : 

1. Persiapan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana 

Perangkat Daerah; 

2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah yang berpedoman pada Renstra Perangkat 

Daerah, hasil evaluasi Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi 

hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan; 

3. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang 

penyusunan rancangan Renja perangkat daerah dan Rancangan 

Awal RKPD; 

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah; 

5. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah berdasarkan Perbup tentang RKPD;  
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6. Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) 

minggu setelah Perbup tentang RKPD ditetapkan; 

7. Penetapan. 

Keterkaitan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daera dengan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang tergambar 

pada gambar 1.1. sedangkan untuk proses tindak lanjut dokumen Renja PD 

sampai menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2, 

sebagai berikut: 

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Rencana Kerja dalam Penyusunan APBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana 

Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo 

adalah sebagai  berikut: 

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421);  

RPJPD 

RPJMD 
Renstra PD 

Renja PD RKPD 

KUA PPAS 

Rancangan 

APBD 
RKA-PD 

DPA-PD APBD 

RKP, Program 

Strategis Nasional, 

RKPD Provinsi dan 

Pedoman 

Penyusunan RKPD 
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3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);  

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 

Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata 

cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 

Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);  

19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 6). 

20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor: 21 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; 

21. Keputusan Kepala Badan Badan Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor : 000/10/438.6.2/2024 tentang Rencana Kerja  

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2025; 

22. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor : 000.6.5.1/11/438.6.2/2024 tentang Tim 

Penyusun  Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025.  

 



 

11 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

1.3.1. Maksud 

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 

disusun dengan maksud sebagai upaya untuk mengoptimalkan pencapaian 

target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo melalui perencanaan 

kinerja tahunan, serta sebagai pedoman untuk pelaksanaan Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025 sesuai tugas dan fungsinya. 

 

1.3.2 Tujuan 

Tujuan Rancangan Akhir Perubahan  Rencana Kerja adalah sebagai 

parameter dalam pengukuran capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2025 sesuai dengan sasaran dari program, kegiatan dan sub 

kegiatan maupun kegiatan kinerja yang ada antara lain : 

a. Menjabarkan visi misi kepala daerah terpilih kedalam program, kegiatan 

dan sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 

b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja 

dan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Sidoarjo untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo 

di Tahun 2025; 

c. Sebagai acuan penyusunan anggaran tahunan Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah agar dapat mewujudkan salah satu 17 (tujuh 

belas) program prioritas yaitu “Tingkatkan ADD untuk Desa Sejahtera” 

yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi 

pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dan upaya 

pengamanan aset tetap tanah pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang masih 

belum terdokumentasi legal dengan melalui proses pensertifikatan tanah; 

d. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

e. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan 

dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan laporan kinerja. 
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1.4  SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 

2025 adalah sebagai berikut : 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 

     

2.1. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 

BERKENAAN 

Evaluasi Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut: 

Realisasi Program/Kegiatan Triwulan I Tahun 2025 

Program/Kegiatan Indikator 

Target (Tahun) Target Triwulan I 
Realisasi 

Triwulan I 

Satuan K Satuan K Satuan K 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Tingkat kepuasan 
aparatur perangkat 
daerah terhadap 
pelayanan 
kesekretariatan 
 

Persen 80 Persen 0 Persen 0 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen 
perencanaan dan 
penganggaran yang 
disusun sesuai 
ketentuan 

Dokumen 5 Dokumen 2 Dokumen 2 

Jumlah dokumen 
laporan evaluasi kinerja 
PD yang disusun 
sesuai ketentuan 

Dokumen 8 Dokumen 5 Dokumen 5 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase realisasi 
anggaran perangkat 
daerah 

Persen 
 

80 Persen 
 

20 Persen 
 

19.37 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Nilai Survey Kepuasan 
Masyarakat (SKM) 

Nilai 90 Nilai 0 Nilai 0 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

Jumlah BMD yang 
diadakan  
 

Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase 
terpenuhinya jasa 
penunjang administrasi 
perkantoran 

Persen 
 

100 Persen 
 

25 Persen 
 

25 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah yang layak 
fungsi 

Persen 100 Persen 25 

 

Persen 22.81 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
KEUANGAN 
DAERAH 

Ketepatan waktu 
penyampaian 
Dokumen 
Rancangan KUA-
PPAS /Perubahan 
KUA-PPAS 

Persen 100 Persen 0 Persen 0 

Ketepatan waktu 
penyampaian 
Dokumen Raperbup  
APBD/PAPBD 

Persen 100 Persen 0 Persen 0 
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Program/Kegiatan Indikator 

Target (Tahun) Target Triwulan I 
Realisasi 

Triwulan I 

Satuan K Satuan K Satuan K 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ketepatan waktu 
penyampaian 
Dokumen Raperda 
APBD/PAPBD 

Persen 100 Persen 0 Persen 0 

 Persentase SKPD 
yang tepat waktu 
dalam penyampaian 
laporan keuangan 
yang sesuai dengan 
SAP 

Persen 100 Persen 100 Persen 100 

Persentase realisasi 
penyaluran belanja 
transfer 

Persen 100 Persen 25 Persen 22.10 

Koordinasi dan 
Penyusunan Rencana 
Anggaran Daerah 

Persentase Dokumen 
anggaran daerah yang 
tersusun 

Persen 100 Persen 0 Persen 0 

Persentase Dokumen 
kebijakan yang 
tersusun 

Persen 100 Persen 100 Persen 100 

Koordinasi dan 
Pengelolaan 
Perbendaharaan 
Daerah 

Persentase penerbitan 
SP2D yang tepat waktu 
 

Persen 100 Persen 0 Persen 0 

Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan 
Daerah 

Persentase dokumen 
pelaporan keuangan 
Pemerintah Daerah 
yang disusun sesuai 
ketentuan 

Persen 100 Persen 100 Persen 100 

Penunjang Urusan 
Kewenangan 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Persentase realisasi 
penyaluran belanja 
transfer 
 

Persen 100 Persen 25 Persen 22.10 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
BARANG MILIK 
DAERAH 

Persentase OPD 
yang tepat waktu 
dalam penyampaian 
laporan BMD 

Persen 100 Persen 100 Persen 100 

Persentase aset 
tetap tanah yang 
telah bersertifikat 

Persen 66.13 Persen 0 Persen 0 

Persentase 
pemanfaatan BMD 
yang diproses 

Persen 100 Persen 0 Persen 0 

Persentase 
pemindahtanganan 
BMD yang diproses 
melalui lelang 
umum 

Persen 100 Persen 0 Persen 0 

Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 
 

Persentase 
permohonan 
pemindahtangan BMD 
yang diproses 

Persen 100 Persen 100 Persen 100 

Jumlah PD yang tepat 
waktu dalam 
penyampaian laporan 
BMD 

OPD 48 OPD 48 OPD 48 

Persentase 
permohonan 
pemanfaatan BMD 
yang diproses 

Persen 100 Persen 100 Persen 100 

Persentase 
permohonan penerbitan 
sertifikat tanah yang 
diproses oleh BPN 

Persen 100 Persen 100 Persen 100 
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Pada tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Sidoarjo mempunyai Prioritas yang terdapat pada program, kegiatan dan sub kegiatan. 

antara lain  dapat dilihat dalam Tabel E.81 
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Formulir E.81 

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota 

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2025 

Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 

Indikator Tujuan : Opini atas Laporan BPK 
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BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

Pengusulan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Sidoarjo disesuaikan dengan rencana pendanaan pembangunan 

Tahun 2025 yang telah direncanakan. Rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun ini merupakan penjabaran dari Renstra 

BPKAD dan RKPD sebagai penjabaran tahunan RPJMD. 

Rencana Kerja dan pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 

3.1 dibawah ini. Tabel dibawah ini berisi program Pembangunan Daerah (Program 

Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan 

dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan RPJMD 

Kabupaten Sidoarjo. 

Jumlah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Tahun 2025 adalah sebanyak: 3 

(tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. 

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program, kegiatan dan sub 

kegiatan ini adalah sebesar Rp.822.007.933.530. Nilai total untuk tiap sumber 

pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1.1 di bawah ini:   
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Tabel 3.1.1  
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2025 
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BAB IV 

P E N U T U P 

  

Rancangan  Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah menjadi sangat penting artinya dalam 

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan 

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah 

dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan 

perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community 

Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-

pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan 

tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan 

kebijakan yang dampaknya mengalir kebawah (trickle down effect) sehingga 

keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. 

Rancangan  Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 merupakan 

dokumen perencanaan teknis tahunan, sebagai implementasi dari Rencana 

Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Renstra BPKAD) 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026. 

 Disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 diharapkan menjadi 

bahan bagi BPKAD Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, 

pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah 

ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

          Sidoarjo,        Juni 2025 

 
Plh KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH 
 KABUPATEN SIDOARJO 
 

 
 ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos,,M.PSDM, CGCAE,CGRA 
 Pembina Utama Muda 
 NIP. 197009261990031005 


